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ABSTRAKSI 
 

Nama  : Alifia Lisa Bahrudin 

NIM  : 202010110311089 

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tidak Mendapatkan          

Pelayanan Publik Tertentu Bagi Masyarakat Yang Tidak 

Mendaftar Sebagai Peserta BPJS 

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum 

  2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn 

 

Timbulnya permasalahan terkait pemberian sanksi administratif dalam UU 

BPJS yang berupa sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dikenakan 

kepada setiap orang atau yang dimaksud masyarakat apabila tidak mendaftarkan 

dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS, dinilai tidak memiliki 

kesesuaiaan dengan beberapa aspek yaitu mulai dari kewenangan BPJS, UUD 

1945 dan UU Pelayanan Publik. Sehingga, adanya permasalah tersebut penelitian 

ini memiliki tujuan untuk menganalisis terkait bentuk sanksi tidak mendapatkan 

pelayanan publik tertentu yang tercantum dalam UU BPJS dan pengaturan terkait 

sanksi tidak mendapatkannya pelayanan publik tertentu sudah sesuai dengan 

melihat dari kewenangan yang dimiliki oleh BPJS dan dengan tidak melanggar 

hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagai warga negara sebagaimana tercantum 

dalam UUD 1945 dan UU Pelayanan Publik. Analisis yang dilakukan oleh Penulis 

yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini 

didapatkan bahwa yang Pertama, bentuk dari sanksi tidak mendapatkan pelayanan 

publik yang dikenakan kepada masyarakat tidak memiliki kesesuaiaan dengan 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan, 

asas dapat dilaksanakan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kedua, 

sanksi tersebut tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPJS sebagai 

badan hukum publik yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jaminan sosial 

dan jaminan kesehatan. Bahkan, adanya sanksi tersebut dianggap telah 

bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah 

mengatur terkait kewenangan yang dimiliki oleh instansi/pejabat yang berwenang 

dalam hal pengurusan/pemrosesan dokumen yang tercantum dalam sanksi tersebut 

yaitu IMB, SIM, Sertifikat Tanah, Paspor dan STNK. Selain itu, sanksi tersebut 

juga tidak memiliki kesesuaiaan dengan hak-hak masyarakat sebagai warga 

negara yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU Pelayanan Publik terkait hak 

untuk mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang layak dan berkualitas. 

 

Kata Kunci : Sanksi, Pelayanan Publik, BPJS 
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ABSTRACT 
 

Nama  : Alifia Lisa Bahrudin 

Nim  : 202010110311089 

Judul  : Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tidak Mendapatkan  

Pelayanan Publik Tertentu Bagi Masyarakat Yang Tidak 

Mendaftar Sebagai Peserta BPJS 

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum 

   2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn 

 

The emergence of issues related to the imposition of administrative 

sanctions in the BPJS Law, in the form of sanctions of not receiving certain public 

services, applied to every individual or the community if they fail to register 

themselves and their family members as BPJS participants, is considered to be 

inconsistent with several aspects, namely starting from the authority of BPJS, the 

1945 Constitution, and the Public Services Law. Therefore, with the existence of 

this problem, this research aims to analyze the form of sanctions of not receiving 

certain public services stipulated in the BPJS Law and the regulations related to 

the imposition of these sanctions, to see if they are appropriate considering the 

authority held by BPJS and without violating the rights of the people as citizens as 

stated in the 1945 Constitution and the Public Service Law. The analysis 

conducted by the Author uses the normative juridical research method. The 

results of this research indicate that, firstly, the form of the sanction of not 

receiving public services imposed on the community does not correspond to the 

principles of legislative formation, namely the principles of clarity of purpose, 

enforceability, and utility and effectiveness. Secondly, these sanctions is 

considered to be contradictory to various regulations governing the authority held 

by the relevant agencies/officers in the processing of documents listed in these 

sanctions, such as building permits, driver’s licenses, land certificates, passports, 

and vehicle registration certificates. Moreover, these sanctions also do not 

correspond to the rights of the people as citizens as stipulated in the 1945 

Constitution and the Public Service Law regarding the right to access decent and 

quality public services. 
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